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iakhir tahun 2010, ini, ada banyak keceria-
an yang akan dilewati. Kita akan meninggal-
kan kenangan manis dan pahit yang terjadi
sepanjang tahun. Dan, menyimpannnya sebagai
sejarah. Di sisi lain, kita akan memasuki hari-hari
baru di tahun 2011 yang penuh dengan tanda ta-
nya. Mampukah kita mengukir sejarah terbaik se-
panjang tahun yang akan datang itu?

Tetapi yang jelas, diakhir tahun 2010 ini, indu-
stri perdagangan berjangka komo-
diti dan pelaku sistem resi
gudang Indonesia mene-
rima kado yang teristimewa.

Betapa tidak, DPR RI
melalui Sidang Paripurna
yang diselenggarakan pada
16 Desember 2010, lalu,
menentukan sikap politiknya
untuk mengamandemen Un-
dang-Undang No. 32/1997,
tentang Perdagangan Ber-
jangka Komoditi dan Undang-
Undang No. 9/2006, tentang
Sistem Resi Gudang. Istime-
wanya lagi, amandemen dua
undang-undang yang berada
di bawah naungan Bappebti itu
merupakan inisitaif dari DPR RI.

Amandemen undang-undang tersebut, khus-
usnya Undang-Undang Perdagangan Berjangka
Komaoditi, sudah sejak lama ditunggu-tunggu. Hal
itu untuk memberi ruang gerak yang lebih fleksibel
dalam pengembangan industri perdagangan ber-
jangka Indonesia di masa mendatang.

Di sisi lain, amandemen ini juga menjawab pen-
tingnya instrument perdagangan berjangka komo-

diti bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Demikian pula halnya dengan Undang-Undang
Sistem Resi Gudang. Sejak disahkan menjadi un-
dang-undang, implementasi pembiayaan dengan
skema Sistem Resi Gudang masih menghadapi
berbagai kendala. Pengembangan instrument ini
cenderung upaya pemerintah pusat dalam menge-
rakan sektor riil di daerah. Pada hal, semestinya
instrument ini tumbuh dan berkembang dari pelaku
komoditi atau pun petani yang ada di daerah.

Istimewanya lagi, dua undang-undang ter-
sebut digaransi oleh Anggota DPR selesai da-
lam waktu yang singkat. Sehingga, ditriwulan
pertama tahun 201 1, dua undang-undang itu
sudah bisa diimplementasikan.

Kado instimewa yang tak indahnya diakhir
tahun 2010, tepatnya tanggal 15 Desember
2010, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) genap
beroperasi sepuluh tahun. Perjuangan BBJ
sebagai icon industri perdagangan berjangka
Indonesia dalam kurun satu dekade ity, juga
berbuah manis. BBJ yang saat ini dikenal-
kan dengan Jakarta Futures Exchange (JEX),
telah memiliki gedung baru.
Dan istimewanya, JEX sudah memiliki
sistem perdagangan yang termutahir. Yang
dapat diakses masyarakat dari berbagai tempat se-
tiap saat. Sistem perdagangan JEX itu dikenalkan
dengan JaFEST 3.

Sungguh istimewa kado di akhir tahun 2010, itu.
Dan semoga kado istimewa tersebut menjadi bekal
bagi kemajuan industri perdagangan berjangka ko-
moditi dan pelaku sistem resi gudang Indonesia.

Akhir kata, Redaksi pun tak luput mengaturkan
ucapan; “Selamat Hari Natal 25 Desember 2010
dan Selamat Tahun Baru 201 1. Salam!
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kah program-program yang

perdagangan

arapan berkembangnya Bursa
I—I Berjangka Jakarta (BBJ) seba-
gai salah satu icon industri per-
dagangan berjangka Indonesia, semua
terungkap pada pagelaran satu dekade
BBJ yang diselenggarakan di gedung
baru milik BBJ, 20 Desember 2010.
Gedung baru milik BBJ
itu terletak pada lantai 20
The City Tower, Jl. M.H
Thamrin No. 81, Jakarta
Pusat. Perhelatan yang
bersejarah bagi perjalanan
BBJ itu dihadiri Menteri
Perdagangan Marie Elka
Pangestu, Wakil Menteri
Perdagangan, Mahendra
Siregar, Kepala Bappebti,
Deddy Saleh, sejumlah pe-
jabat dan staf Kementerian
Perdagangan, mantan Ke-
pala Bappebti, pelaku indu-
stri perdagangan berjangka
komoditi Indonesia dan un-
dangan lainnya.
Marie Elka Pangestu
pada kesempatan itu meny-
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aja, berbinar dan sl
te]rbaru dari BBJ mamp

berjangka komoditl Indonesia?

ampaikan harapannya, “kami target-
kan dalam 2 tahun ke depan BBJ harus
bisa menjadi referensi harga komoditi
untuk pasar Internasional.”

“Indonesia sebagai negara produ-
sen sejumlah komoditi seharusnya
dapat menjadi acuan harga. Namun,
bursa berjangka Indonesia belum

ber 2010, BBJ
hun pada 15 Desem ey
i umrennean?ga\jx?agb ebutuhan industrl

berwajah baru.
Apa-

dapat mengambil kesempatan terse-
but,” kata Marie.

Oleh karena itu, Marie Pangestu
menghimbau agar BBJ memiliki komit-
men tinggi untuk memperdagangkan
kontrak berjangka komoditi primer In-
donesia. Himbauan itu juga disampai-
kan kepada pelaku komoditi di dalam
negeri, agar melakukan transaksi
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melalui bursa berjangka yang adai di
tanah air.

“Partisipasi aktif para pelaku usa-
ha di bursa berjangka tanah air akan
mempercepat pencapaian cita-cita
kita bersama. Yaitu, Indonesia sebagai
negara acuan harga komoditi primer
di pasar internasional,” papar Marie
Pangestu.

Anomali ekonomi

ementara itu, Dirut BBJ Made
S Soekarwo, dalam sambutannya

juga menyampaikan sejumlah
harapan dan program kerja yang akan
dilaksanakan mulai tahun 2011. “Da-
lam usia sepuluh tahun ini, kami me-
nandai perubahan orientasi yang di-
mulai dengan menempati gedung milik
sendiri, mengubah logo baru dan mem-
perkenalkan Bursa Berjangka Jakarta
menjadi Jakarta Futures Exchange
(JEX).”

“Dengan memperkenalkan JEX, di-
harapkan para pelaku dari pasar inter-
nasional lebih familier,” tegas Made.

Terkait dengan sejumlah harapan
yang dialamatkan pada JEX, Made So-
ekarwo, mengatakan, “JFX senantiasa
berupaya maksimal untuk menjawab
harapan semua pihak. Namun, tanpa
dukungan semua pihak terutama pe-
merintah, perdagangan berjangka
komoditi di Indonesia tidak dapat ber-
kembang dengan baik.”

“Tanpa dukungan pemerintah, aki-
batnya anomali ekonomi. Indonesia
tidak akan pernah mempunyai sarana
acuan harga. Sehingga, harga komoditi
CPO mengacu ke Rotterdam dan Ma-
laysia, harga kopi mengacu ke London,
harga kakao ke New York , harga ba-
tubara ke Australia dan sebagainya,”
jelas Made.

Lebih jauh diungkap Made Soe-
karwo, untuk meningkatkan kemam-
puan para pelaku pasar perdagangan
berjangka komoditi, saat ini JEX telah
menyediakan sistem perdagangan
yang terbaru. “Ini merupakan prestasi
yang tertinggi sepanjang satu dekade
JXF beroperasi. Sistem perdagangan
itu dikenal dengan JaFETS 3. Dengan
sistem perdagangan yang on line ini,
masyarakat dari manapun sudah bisa
mengaksesnya. *

“Saat ini pun, kami sedang memper-
siapkan suatu fasilitas perdagangan
yang mempermudah para market
maker memberikan order jual dan beli
selama jam perdagangan. Fasilitas
itu disebut automatic price injection
(API). Konsepnya API seperti tempat
penukaran uang, yang memudahkan
investor untuk melakukan pembelian
atau penjualan karena tawaran harga
sudah tersedia dengan spread yang
cukup kecil,” kata Made.

Sementara itu, Kepala Bappebti,
Deddy Saleh, mengatakan, dengan
fasilitas yang dimiliki JEX baik berupa
gedung milik sendiri maupun sistem
perdagangan yang terbaru, menjadi
awal kebangkitan JFX dalam mening-
katkan likuiditas. “Sehingga, kebera-
daan JEX dapat diakui dan dipercaya
di dalam negeri dan dimata internasio-
nal.”

Di sisi lain, Deddy Saleh, juga men-
ekankan, agar JFX mengutamakan
edukasi dalam berbagai bentuk ter-
hadap masyarakat dan dunia usaha.
“Tanpa edukasi akan sulit untuk berge-
rak mengembangkan bursa berjangka.
Karena di masyarakat masih banyak
yang belum mengenal manfaat bursa
berjangka,” jelas Deddy Saleh.

Kontrak
Berjangka Syariah
asih dalam rangkaian pe-
M ringatan satu dekade JFX,
dilakukan kerjasama dengan
Dewan Syariah Nasional (DSN). Kerja-
sama itu dingyatakan dengan MOU, da-
lam mengembangkan produk-produk
berjangka berbasis Syariah Islam se-
perti Murabahah Komoditi.

Dikatakan Made Soekarwo, kerja-
sama ini didasari adanya keinginan
perbankan untuk mengembangkan
produk Murabahah Komoditi seperti
yang sudah dilakukan bursa Malay-
sia. Yaitu, produk Murabahah Ko-
moditi CPO. “Oleh karena itu, untuk
mengembangkan kontrak berjangka
berbasis syariah di Indonesia, JFX
dan DSN mengambil inisiatif dengan
melakukan ‘kerjasama. Sebab, untuk
mengembangkan kontrak berjangka
berbasis syariah, pihak perbankan
terutamanya- Bank Indonesia harus
terlibat. Jadi, JFX dan DSN mengambil
inisiatif itu,” papar Made.

Terkait dengan kerjasama JEX dan
DSN mengembangkan kontrak ber-
jangka berbasis syariah di Indonesia,
Kepala Bappebti Deddy Saleh, men-
gatakan, “ini merupakan batu loncatan
bagi JEX untuk melangkah lebih maju.”

“Kami- Bappebti, pasti akan men-
dukung kerjasama itu. Dengan adanya
kontrak berjangka berbasis syariah di
Indonesia akan menghilangkan stigma
bahwa bursa berjangka hanya sebagai
sarana spekulasi,” tegas Deddy Saleh.

Namun diingatkan Deddy Saleh,
kerjasama itu harus segera ditindakla-
njuti. Jangan berhenti hanya pada tan-
datangan MOU, setelah itu tidak ada
perkembangan.

Sebagai ilustrasi, Murabahah Ko-
moditi adalah akad jual-beliatas suatu
barang. Dalam transaksi jual-beli ter-
sebut, penjual menyebutkan dengan
jelas komoditi _yang, diperjualbelikan

termasuk harga pembelian. Termasuk
besaran keuntungan yang akan diam-
bil.

Murabahah Komoditi dalam teknis
perbankan adalah akad jual-beli antara
bank selaku penyedia komoditi dengan
nasabah yang memesan untuk mem-
beli komoditi tersebut. Sedangkan bank
memperoleh keuntungan dari proses
jual-beli yang disepakati bersama.

Target Transaksi 2011

eski sudah memiliki fasilitas
M perdagangan berjangka yang

cukup memadai, Dirut JEX,
Made Soekarwo, tidak memasang
target tinggi terhadap pencapaian vo-
lume transaksi ditahun 2011. “Kami
berharap volume transaksi pada tahun
2011, khususnya kontrak berjangka
multilateral mengalami kenaikan hing-
ga sebesar 10 persen dari posisi saat
ini.”

“Kenaikan volume transaksi itu ten-
tunya dari dukungan sistem JaFEST 3
yang sudah on-line dan adanya tamba-
han kontrak berjangka komoditi baru.
Saat ini JEX sudah miliki tiga kontrak
komoditi primer yakni emas, OLEIN,
dan CPO. Tahun depan, kami berenca-
na mengembangkan kontrak komoditi
batubara dan timah,” ujarnya.

Made Soekarwo, tidak memungkiri
kontribusi perdagangan . multilateral
masih sangat rendah baru sekitar 3
persen. Sedangkan sisanya merupa-
kan transaksi sistem perdagangan al-
ternatif (SPA]) dan penyaluran amanat
nasabah ke bursa luar negeri (PALN].

Dari data yang diperoleh, total tran-
saksi JEX sepanjang bulan Januari
hingga November 2010, mencapai
4,98 juta lot. Transaksi itu terdiri dari
12.728 lot transaksi multilateral dan
4,96 juta lot OTC. Sedangkan pada ta-
hun 2009, transaksi JFX sebesar 4,47
juta lot, yang terdiri dari 19.406 lot
transaksi multilateral dan 4,45 juta lot
transaksi SPA.

Dengan fasilitas sistem perdagang-
an yang sudah memadai tersebut, se-
harusnya JFEX bisa memasang target
volume transaksi yang lebih tinggi‘di
tahun 2011. Apa lagi otorit@s’ perda-
gangan berjangka sudah gukup men-
dukung, dengan' kebijakan mematok
para pelaku pasar bertransaksi mul-

‘tilateral minimal 5 ‘persen dari total
o,

transaksi SPA. r.

Namun, masyarakat slndonesia
khususnya industri perdag’é%an ber-
jangka komoditi,fSsangat ﬁharap
lebih baik memasang target! rendah
tetapi pencapainnya melampaui yang
ditargetkan. Bisal .4 3

|
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Sembilan Fraksi DPR Rl secara aklamasi

SRG. Persetujuan itu

Komisi VI DPR yakin:pem

persidangan berikut suda

ua Undang-Undang yang be-
E rada dibawah naungan Ba-

dan Pengawas Perdagang-
an Berjangka Komoditi (Bappebti),
yakni UU Perdagangan Berjangka
Komoditi dan UU Sistem Resi Gu-
dang, akan diamandemen oleh DPR
RI. Keputusan politik DPR Rl menga-
mandemen dua Undang-Undang ter-
sebut dinyatakan pada Sidang Pari-
purna Kedua tahun 2010.

Dilakukannya amandemen UU
Perdagangan Berjangka Komoditi
dan Sistem Resi Gudang, agaknya
menjadi kado di akhir tahun bagi in-
dustri perdagangan berjangka dan
pelaku resi gudang. Betapa tidak,
amandemen undang-undang itu
khususnya UU Perdagangan Ber-
jangka Komoditi sudah dinanti sejak
beberapa tahun lampau. Karena di-
tenggarai UU No. 32/1997, tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi
sudah ketinggalan jaman. Akibat-
nya, industri perdagangan berjangka
komoditi di tanah air kurang mam-
pu mengembangkan diri bersaing
dengan bursa sejenis dari luar nege-
ri. Di samping itu, perdagangan ber-
jangka komoditi belum membawa
dampak positif bagi perkembangan
sektor riil.

Pimpinan Rapat Paripurna DPR
RI, Pramono Anung, mengatakan,
setelah mendengar pandangan
umum fraksi-fraksi, dengan ini dipu-

menyetujui RUU aman

diungkap. pada Rapat Paripurna DPR Rl 16/Desember; 2010.

bahasan 2. RUU: tidak be
h bisal disahkan menjadi undang-undang.

demen: PBK dan

rjalan alot; dan pada masa

tuskan DPR akan mengamandemen
Undang-Undang No. 32/1997, ten-
tang Perdagangan Berjangka Ko-
moditi dan UU No. 9/2006, tentang
Sistem Resi CGudang. Selanjutnya,
amandemen dua undang-undang
tersebut menjadi hak inisiatif DPR
RI

Sementara itu, VWakil Ketua Komi-
si VI DPR RI, Aria Bima, usai Sidang
Paripurna berakhir, mengatakan, se-
telah sidang ini, langkah selanjutnya
DPR menyampaikan surat kepada
Presiden. Intinya, memberitahukan
dan memintah pemerintah untuk
turut dalam pembahasan undang-
undang tersebut. “Kalau Presiden
cepat merespon, pada masa persi-
dangan selanjutnya akan dilakukan
pembahasan.”

“Target kami dari Komisi VI, satu
kali masa persidangan undang-un-
dang tersebut sudah selesai. Sehing-
ga di Sidang Paripurna selanjutnya
undang-undang tersebut sudah disa-
hkan bersama pemerintah, diperkira-
kan bulan Februari 2011,” jelas Aria
Bima.

Hal yang senada juga disampai-
kan Kepala Bappebti, Deddy Saleh,
“kita menyambut baik selesainya
pembahasan dua UU tersebut seba-
gai inisiatif DPR.” Selanjutnya, tam-
bah Deddy, kami akan menunggu su-
rat penugasan dari Presiden untuk
Kemendag sebagai wakil pemerin-
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tah dalam pembahasan selanjutnya.

Lebih jauh dikatakan Deddy Saleh,
‘kami akan melihat isi dari draf UU
yang akan dibahas, apakah sesuai
dengan kebutuhan industri dan pe-
meriuntah atau belum. Oleh karena
itu, kami akan menyusun DIM (daftar
inventasisasi masalah) yang akan di-
jadikan bahan pembahasan bersama
antara DPR dan pemerintah.

Terkait dengan RUU No. 9/2006,
tentang Sistem Resi Gudang
yang mengusulkan pendirian
lembaga dana penjaminan, politikus
muda PDI Perjuangan, Maruarar Si-
rait, menyampaikan pendapatnya

saat Sidang Paripurna berlangsung.
Menurut Maruarar Sirait, “Pendirian
Lembaga Dana Penjaminan Sistem
Resi Gudang tidak perlu dilakukan, ka-
rena bisa digabungkan dengan lemba-
ga sejenis di bidang perbankan- Lem-
baga Penjaminan Simpanan (LPS).
Terlalu banyak kita mendirikan lemba-
ga tetapi tidak berjalan dengan efektif
sesuai dengan diharapkan.”

Ketika hal itu dikonfirmasi dengan
Aria Bima, dengan tegas dikatakan-
nya, Lembaga Dana Penjaminan Resi
Gudang sangat bertolak belakang
dengan LPS. “Dari judulnya saja sudah
berbeda, di sana yang dijaminkan uang
simpanan nasabah sedangkan di sini
komoditi petani. Jadi, tidak mungkin itu
bisa digabungkan. “

“Lagi pula, mana mungkin orang LPS
mau mengurusi komoditi yang diagun-
kan. Karena, selain melakukan penja-
minan, lembaga itu juga harus siap
mencari pelaku pembeli akhir komoditi
yang dijaminkan,” jelas Aria Bima.
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KSI PARTAI

Juru bicara:
H. Ecky Awal Mucharam SE

RUU Perdagangan

Berjangka Komoditi

Usulan RUU PBK, terdapat per-
luasan jenis defenisi komoditi dari
“barang dagangan” diusulkan beru-
bah menjadi “semua barang, jasa, hak
dan kepentingan lainnya, dan setiap
derivatif dari komoditi”. Perlu ditekan-
kan disini bahwa tujuan adanya per-
dagangan berjangka adalah sebagai
sarana pengelolaan resiko sebagai-
mana sudah diuraikan pada UU PBK.
Alasan mengapa perlu pengelolaan ri-
siko dalam bentuk lindung nilai adalah
karena komoditas cenderung rentan
menghadapi berbagai gangguan baik
dalam produksi maupun harga. Ka-
rena alasan itulah maka diadakan per-
dagangan berjangka dengan tujuan
mulia untuk melindungi produsen dan
konsumen dari ketidakpastian harga.
Karena itu, maka dalam perluasan
definisi komoditi dalam perdagangan

berjangka perlu mem-
pertimbangkan aspek
tersebut, jangan sampai
perluasan definisi ini
hanya sebagai sarana
meningkatkan likuiditas
dan volume perdaga-
ngan berjangka.

Dari fungsi perda-
gangan berjangka sebagai sarana
pengelolaan risiko, pihak yang berke-
pentingan adalah hedgers, yaitu kon-
sumen dan produsen yang melakukan
lindung nilai untuk merencanakan ting-
kat konsumsi dan produksinya. Namun
selain itu, juga terdapat speculators
yang bertransaksi dengan tujuan men-
cari keuntungan dari selisih harga beli
dan harga jual. Keberadaan speckula-
tors ini merupakan keniscayaan, oleh
karena itu harus dipastikan bahwa UU
yang sedang disusun ini dapat mence-
gah speculators melakukan tindakan
spekulasi yang meningkatkan ketidak-
pastian harga.
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esember 2010, menyetujul

Berjangka
dang. Amandemen

dangan umuimn dari
tu, berikut i disarikan

+ perluasan definisi 1l
meningkatkan

olume perdagangat

RUU Sistem
Resi Gudang

Selama ini SRG belum mampu
menjalankan fungsinya secara opti-
mal. Karena tidak adanya trust yang
disebabkan belum adanya sistem
penjaminan terhadap kualitas dan
kuantitas komoditas di gudang. Oleh
karena itu, perlu diadakan Lembaga
Dana Jaminan Ganti Rugi (indemnity
fund) yang berfungsi untuk menjamin
hak pemegang resi gudang. Dengan
adanya Lembaga Dana Jaminan Ganti
Rugi ini diharapkan perbankan akan le-
bih banyak menyalurkan uang kepada
sektor pertanian dengan resi gudang
sebagai agunan. 4
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KSI PARTAI
btg\’%KRA Sl IND

Jurubicara :
Sukur H. Nlababan

RUU Perdaf(fganga_n_

Berjangka Komaoditi

FPDI Perjuangan mencatat bebe-
rapa hal yang perlu mendapatkan per-
hatian dalam RUU PBK, yaknj;

1. Kontrak berjangka harus mem-
prioritaskan komoditas riil/fisik. Hal
ini penting mengingat bagi komoditas
riil/fisik, kemungkinan terjadi risiko
lebih dapat diperhitungkan secara riil.

2. Dalam RUU PBK harus diatur
secara tegas mengenai larangan afi-
liasi antar badan usaha yang mendiri-
kan bursa berjangka.

3. Pemberian izin usaha lembaga
kliring berjangka hanya kepada satu
badan usaha yang terpisah dari bursa
berjangka dan bersifat mandiri.

4. Bata-
san  yang
jelas terkait

> Dalam RUU PBK harus dia}tur seca-
ra tegas mengenai larangan afilias

ternatif (Pialang Berjangka). Batasan
yang tegas dan jelas dinilai perlu agar
penyimpangan serta peluang: untuk
penyelewengan yang dapat merugikan
masyarakat dapat seminimal mungkin
dihindari di kemudian hari.

RUU Sistem

Resi Gudang

FPDI Perjuangan mencatat bebe-
rapa hal yang perlu mendapatkan per-
hatian;

(1) Agar supaya biaya-biaya tidak
terlalu banyak dibebankan kepada pe-
tani khususnya biaya asuransi. Karena
salah satu yang membuat SRG tidak
berjalan adalah besarnya biaya yang
dibebankan kepada petani.

(2) Bulog dalam hal ini harus mem-
prioritaskan pembelian gabah petani
termasuk petani yang menyimpan
gabahnya di gudang, sebagai jami-
nan pemasaran bagi
gabah petani serta

if=uElsl mengantisipasi jatuh-

L\?ilga?sinagn?ar; badan usaha yang mendirikan bursa ber- - halrg.a el e
anian lainnya.
] Bl jangka. - i
ggrr;ggisetrelﬁq : 3 Pemberian izin usaha lembaga Kliring der[élln subs?c?irlgiﬁgg
=
SRR beorjangka hanya kepada satu P bank maksimal 6 %,

ha yang terpisah dari
bersifat mandiri.

an Alter-
natif  (per-
dagangan
berjangak])
dan Peserta Sistem Perdagangan Al-

Jurubicara
H. Iskandar D. Syaichu, SE

RUU Perdagangan
Berjangka Komoditi

Fraksi PPP mendukung semangat
RUU PBK dimana dinyatakan bahwa
PBK adalah prasarana perdagangan yang
dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk
petani, usaha keci, dan produsen kecil
agar dapat melindungi diringa dari resiko
fluktuasi harga. Petani dan produsen kecil
pada umumnya tidak memiliki kermampuan
secara langsung menggunakan sarana
perdagangan berjangka, agar mereka dapat
memanfaatkan, kepentingan mereka dapat
diorganisasikan melalui koperasi, kelompok

bursa berjangka dan

harus diingat agar
tidak “menggunakan
sistem bunga pinja-
man umum.

pemasaran, atau pola kemitraan pengusaha
dengan petani dan produsen kecil

Fraksi PPP memahami bahwa PBK
merupakan kegiatan bisnis yang kompleks
sehingga perlu dasar hukum yang kuat
untuk memberikan kepastian  hukum
serta melindungi masyarakat dari praktik
perdagangan yang merugikan. Selain itu,
dalam menghadapi persaingan global
dengan bursa komoditi negara lain, maka
dinamisasi PBK nasional memang sangat
diperlukan. Untuk itulah kiranga perlu
dilakukan perubahan terhadap UU PBK.

RUU Sistem

Resi Gudang

Latar belakang RUU SRG adalah karena
sejak diundangkannya pada tanggal 14 Juli
2006, menghadapi kendala dilapangan.
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(4) Undang-undang ini harus bisa
membuka akses bagi keterlibatan kelom-
pok tani

(5) Peran Bappebti sebagai Badan
Pengawas juga harus diperjelas, terma-
suk persyaratan menjadi pengelola gu-
dang, sedangkan untuk penguji kualitas
sebaiknya bisa dilakukan oleh lembaga
yang ada di daerah agar tidak memakan
biaya tinggi.

(B6) Setiap resi gudang yang diterbitkan
dengan skema CMA (collateral manage-
ment agreement) atau resi gudang yang
diterbitkan di luar skema UU ini wajib
didaftarkan di Pusat Regristrasi resi gu-
dang, tanpa hal ini maka database per-
sediaan komoditas nasional tidak akan
lengkap dan tidak bisa digunakan untuk
pengambilan kebijakan.

Berdasarkan isu pokok RUU SRG sa-
lah satunya adalah perlunya sebuah lem-
baga dana penjaminan ganti rugi. Isu ini
berkembang setelah mencermati imple-
mentasi dari pelaksanaan resi gudang
dilapangan ditemukan beberapa kendala
dan kelemahan yaitu menyangkut belum
tersedianya mekanisme jaminan atau
asuransi yang relatif terjangkau pelaku
usaha bilamana pengelola resi gudang
mengalami pailit sehingga pengelola gu-
dang tidak dapat mengembalikan barang
yang disimpan. 4

NAN
FRAKSI PARTA! PERSATUAN PEMBANGU:

Salah satunya adalah tidak tersedianya
mekasisme penjaminan atau asuransi yang
terjanegkau bagi pelaku usaha, jika pengelola
gsudang mengalami pailit dan melakukan
kelalaian dalam pengelolaan, sehingga
tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
Untuk mengatasi hal ini, maka perlu diatur
mekanisme penjaminan di dalam undang-
undang tersebut.

Menurut kami, dengan adanya lembaga
dana jaminan ganti rugi ini diharapkan para
petani kecil tidak sulit untuk mendapatkan
resi gudang guna memperoleh pembiayaan
usahanya. Selain itu, dengan eksisnya
lembaga ini, maka dharapkan akan
meningkat kepercayaan pelaku usaha; yaitu
pemegang resi gudangbank,dan pengelola
sudang terhadap sistern resi gudang, 4
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Jurubicara:
I HM I[dris Laena

RUU Perdagangan
Berjangka Komoditi
RUU PBK berfungsi untuk membe-
rikan kepastian terhadap penerimaan
negara atas setiap transaksi bursa,
mendorong pembentukan sistem har-
gayang efisien dan transparan, menga-
tur seluruh transaksi komoditas yang
terjadi di bursa maupun di luar bursa,
melindungi kepentingan publik atas da-
sar kepastian mekanisme hukum dan
kehadiran bursa yang sebagian besar
memperdagangkan komoditas untuk
negara agraris seperti indonesia.
Selain itu, GOLKAR berpandangan
bahwa semangat pembentukan RUU
PBK ini adalah untuk memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi peta-

ni, yang didasarkan pada realitas eks-
por indonesia yang masih bertumpu
pada komoditas primer.

RUU Sistem

Resi Gudang

FPCG menegaskan, bahwa se-
mangat pembentukan RUU SRG
ini adalah untuk memberikan man-
faat sebesar-besarnya bagi para
petani. Melalui resi gudang ini, pe-
tani dapat menggunakanya seba-
gal jaminan untuk mendapatkan
pinjaman pada saat harga komodi-
tas jatuh (tunda jual) dan kemudian
menjualnya kembali pada saat har-
ga komoditas naik.

Selain
SRG
memperoleh soelusi dalam mempe-

itu penyusunan RUU
juga dimaksudkan untuk

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Juru bicara:
IR. E. Herman Khaeron, M.Si

RUU Perdagangan.

Berjangka Komaoditi

Setelah berjalan sekitar 12 tahun,
terlihat bahwa UU PBK tidak dapat
lagi mengakomodir kepentingan di la-
pangan karena banyak ketentuan di-
dalamnya yang sudah tertinggal. Hara-
pan akan berkembangnya dengan pe-
sat PBK sampai saat ini tidak tercapai
karena transaksi komoditi hanya 2 %
dari total transaksi yang ada di Indone-
sia. Padahal, Indonesia adalah negara
penghasil komoditi dunia yang memili-
ki manfaat ekonomi yang tinggi karena
sebagian besar hasilnya dijual ke pasar
internasional. Sementara, bidang yang
perkembangannya cukup pesat dalam

masyarakat saat ini adalah Sistem Per-
dagangan Alternatif yang perdagang-
annya dilakukan di luar bursa, seperti
perdagangan forex, index, loco London
dan lain-lain sebagai produk derivatif
yang juga melakukan penarikan margin
sebagai syarat utama dalam melaku-
kan transaksi.

Di sisi lain, ada beberapa ketentuan da-
lam peraturan perundang-undangan di
bidang PBK, atau apabila dibandingkan
dengan aturan atau sistem yang ber-
laku secara internasioanl, sudah tidak
sesuai lagi, padahal sistem perdagang-
an berjangka ini sifathya sudah cross
border, tidak terbatas pada batas-batas
wilayah suatu negara. Di beberapa ne-
gara, pengertian komoditi tidak hanya
mencakup komoditi hasil pertanian,
namun juga termasuk indeks dan pro-
duk-produk finansial. Ketidaksesuaian
aturan dengan perkembangan terse-

roleh pembiagyaan dengan jaminan ko-
moditi yang tersimpan di gudang. Mela-
lui resi gudang, akses untuk mendapat-
kan pembiayaan dengan mekanisme
yang sederhana dapat diperoleh bagi
kalangan industri mikro dan kecil, terma-
suk didalamnya para petani.4

untuk memberikan kepastian
terhadap penerimaan negara
atas setiap transaksl bursa,
mendorong pembentukan  Sis-

arca yang efisien dan
tem_ harsatd tur seluruh

transpararl, mepga run
transaksi komoditas yang terjadi

di bursa maupun di luar bursa,
melindungi kepentingan publ_lk
atas dasar kepastian mekanis-

me hukum

but, jika tidak segera diantisipasi, maka
akan menghambat perkembangan PBK
di Indonesia.

RULU Sistem

Resi Gudang,

Setelah diundangkanya UU SRG,
ditemukan beberapa kelemahan yang
menghambat perkembangan SRG, an-
tara lain tidak tersedianya mekanisme
jaminan atau asuransi yang terjangkau
bagi pelaku usaha apabila pengelola gu-
dang mengalami pailit atau melakukan
kelalaian dalam pengelolaan sehingga
tidak melaksanakan kewajiban dalam
mengembalikan barang yang di simpan
dalam gudang dengan kualitas dan ku-
antitas yang tertera dalam resi gudang.
Jaminan pelaksanaan (performance gu-
arantee) bagi pelaksanaan kewajiban
pengelola gudang antara lain diperoleh
dengan mewajibkan pengelola gudang
untuk memiliki jaminan asuransi (insu-
rance bond) <4
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FRAKSI PA

Juru bicara:

Drs. H. Ibnu Multazam

RUU Perdagangan.

Berjangka Komaditi

Sejumlah point penting yang perlu
diperhatikan pada RUU adalah;

(1) FPKB memandang bahwa
amandemen atau RUU PBK dapat ber-
dampak positif bagi petani dan pengu-
saha kesil karena dapat terhindar dari
risiko dari ketidakpastian atau fluktuasi
harga. Selain itu, adanya transparansi
bagi harga produk pertanian tidak ha-
nya menguntungkan bagi petani, tetapi
juga menguntungkan para prosesor,
pengekspor dan konsumen.

(2) Pembahasan RUU ini harus
juga memperbandingkan dengan regu-
lasi sejenis dari beberapa negara yang
lebih maju pengaturannya dalam rang-
ka mencari best practise implementasi
RUU PBK tersebut.

(3)JFPKB berpendapat bahwa aman-
demen UU PBK memang diperlukan
adanya perluasan pengaturan berkai-
tan berbagai pengertian dalam PBK.
Perluasan pengaturan dan penamba-
han beberapa definisi seperti, pengerti-
an dari PBK, pengertian Komoditi, ten-
tang tugas dan fungsi Bappebti, peng-
ertian baru tentang Kontrak Derivatif,
pengertian tentang Opsi, pengertian
tentang Lembaga Kliring dan Penjami-
nan Berjangka.

(4)FPKB berpandangan bahwa ada-
nya penambahan pengaturan tentang
Pelaksanaan Perdagangan Berjangka

7 Dalam RUU PBK harus die}tur‘
secara tegas mengenai larangan a-ﬁpas1
antar badan usaha yang mendirikan

bursa berjangka.

3 Pemberian izin usaha lembaga
kliring berjangka hanya kepad.a satu
badan usaha yang terpisah (.la.n bursa
berjangka dan bersifat mandiri.

yang berkaitan dengan sistem trans-
aksi elektronik di dalam RUU ini sudah
sejalan dengan perkembangan ke de-
pan transaksi perdagangan berjangka
yang terjadi di berbagai bursa berjang-
ka di dunia.

(5JFPKB sangat mendukung ter-
hadap rencana peningkatan we-
wenang Penyidik Polri dan Pejabat
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di ling-
kungan Bappebti dalam melaksanakan
fungsi Pemerintah dan Penyidik ter-
hadap setiap pihak yang diduga, baik
secara langsung maupun tidak langs-
ung melakukan atau terlibat pelangga-
ran terhadap ketentuan UU ini. Di sam-
ping itu pengaturan mengenai sanksi
administratif dan ketentuan pidana
dalam UU ini juga bisa-meminimalisir
perbuatan yang melawan hukum.

RUU Sistem

Resi Gudang

Point penting yang perlu diperhati-
kan pada RUU ini adalah;

(1)FPKB berpendapat bahwa RUU
SRC ini dapat mendorong tercapainya
tujuan pembangunan nasional teru-
tama dalam memberikan dan mening-
katkan kesejahteraan bagi pengusaha
kecil dan menengah serta petani dan
kelompok tani untuk dapat mengak-
ses permodalan yang selama ini men-
jadi kendala utama dalam pembiayaan
usaha mereka.

(2)JFPKB  berpendapat = bahwa
dengan dilakukannya penyempurnaan
pengaturan dan regulasi tentang SRG
ini dapat membuat
integritas  sistem
resi gudang sema-
kin baik, sehingga
pengaturan hu-
bungan antara
para peserta yaitu
penyimpan, peng-
elola gudang dan
bank dapat berja-
lan dengan optimal.

(3)JFPKB _meli-
hat bahwa RUU
SRG ini telah dis-
usun dengan sung-
guh-sungguh untuk
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mengatur berbagai hal mendasar da-
lam pelaksanaan SRG dengan adanya
pengaturan mengenai Kelembagaan
seperti tugas dan wewenang Badan
Pengawasan, Pengelola Gudang, Lem-
baga Penilai Kesesuaian maupun Pu-
sat Registrasi

(4)FPKB memandang bahwa ada-
nya pola koordinasi melalui pembagian
tugas dan wewenang antara pemerin-
tah pusat dan pemerintah daerah da-
lam hal pengaturan, pembinaan, dan
pengawasan SRG di dalam RUU ini
menunjukan semangat desentralisasi
peran dan tanggung jawab untuk Pe-
merintah Daerah dalam penyelengga-
raan SRG ini sangat besar. Koordinasi
lintas sektor dan wilayah oleh Pemerin-
tah Pusat dan Pemerintah Daerah ini
sangat diperlukan, guna.menghindari
tumpangtindih peran yang hanya akan
mengakibatkan munculnya. in-efektifi-
tas dan in-effisiensi.

(5)FPKB  berpendapat  terhadap
usulan Bab baru mengenai Lembaga
Dana Jaminan Ganti Rugi di dalam
batang tubuh RUU SRG perlu mem-
perhatikan, juga masukan terhadap
kajian yang komprehensif, seperti ada-
nya best practise dari negara lain yang
juga mengatur ketentuan mengenai hal
tersebut di atas. Sehingga tujuan dari-
pada RUU ini dalam upaya melindungi
pengguna SRG yang sebagian besar
adalah petani ini dapat tercapai. Hal ini
juga menunjukkan bahwa RUU ini tidak
semata-mata hanya untuk mengako-
modir tuntutan kebutuhan dunia usaha
saja, yang trend-nya selalu mengikuti
mekanisme pasar.

(6)JFPKB akan mendukung kebe-
radaan Lembaga Dana Jaminan Ganti
Rugi tersebut selama tidak memberat-
kan bagi semua stakeholders yang ter-
libat dalam SRC. Terlebih lagi mengenai
rencana penetapan pungutan kontri-
busi bagi Pengelola Gudang pada saat
pertama kali menjadi peserta, dan juga
besaran uang jaminan atas setiap Ba-
rang yang disimpan tersebut betul-be-
tul bisa dilakukan secara baik dan benar
dan sebanding dengan peningkatan
stabilitas dan kualitas implementasi
SRC dilapangan nantinya.

(7] FPKB sangat mendukung
dengan adanya peraturan dan ketentu-
an yang jelas mengenai sanksi hukum
yang tegas seperti yang diatur dalam
RUUSRG. 4
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JAMANAT NASIONAL

Juru Bicara:

H. Nasril Bahar, SE

RUU Perdagangan

Berjangka Komoditi

FPAN menyetujui untuk dilakukan
perubahan UU PBK dengan beberapa
catatan:

1. Definisi Komoditi perlu diatur secara
komperhensif, sehingga tidak hanya me-
nyangkut komoditi pertanian dan pertam-
bangan, namun juga termasuk komoditi
tidak terwujud.

2. Perlunya kepastian hukum dan
perlindungan bagi masyarakat terhadap
praktik Perdagangan Berjangka di luar
bursa. Pengaturan perdagangan di luar
bursa (OTC) diperlukan guna mencegah
spekulasi yang terlalu berlebihan. Keg-
latan penghimpunan dana masyarakat
dengan penarikan margin oleh suatu pe-
rusahaan yang tidak mempunyai izin per-
lu ditertibkan.

3. Peningkatan perlindungan bagi
masyarakat dari praktik Perdagangan
Berjangka tanpa izin. Masyarakat ha-

beberapa
menghambat

asuransil yang terjangkau bagl
pelaku usaha apabila pe.n.gelola
gudang mengalami pailit atau
melakukan kelalaian

kelemahan
perkembangan

SRG, antara lain tidak tersedi-
anya mekanisme jaminan atau

rus dilindungi dari maraknya kegiatan
menghimpun dana masyarakat untuk
kegiatan perdagangan berjangka yang
berisiko tinggi rentan penipuan.

4. Perlu dilakukan Demutualisasi
Bursa Berjangka. Melalui demutualisa-
si diharapkan lembaga bursa berjangka
menjadi suatu entitas bisnis yang dapat
mengundang investor asing dalam dan
luar negeri, sehingga memiliki permo-
dalan yang baik, kualitas produk yang
baik dan variasi produk yang lengkap,
infrstruktur, serta tata kelola yang baik
dapat meningkatkan daya saing global
secara konsisten.

5. Perlu dilakukan optimalisasi
AsosiasiIndustri Perdagangan Berjang-
ka. Keberadaan asosiasi ini diharapkan
dapat menjembatani kepentingan para
perusahaan industri PBK dengan pihak
otoritas.

6. Dengan diterbitkannya UU
No. 11/2008, tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, RUU PBK ini hen-
daknya juga mengatur tentang tran-
saksi perdagangan berjangka melalui
elektronik.

yang

% hdd
PAN mendu-
kung pemisa-
han Bappebti
selaku otoritas
di bidang PBK
dari Kemente-
rian Perdagan-
gan. Dengan
pemisahan ini
lebih  berkon-
sentrasi dalam
pembuatan
kebijakan
pengemban-
gan komoditi
primer dan pen-
gawasan keg-
latan di bidang
PBK.

RUU Sistem

Resi Gudang

Fraksi PAN mendukung dilakukannya
Perubahan UU SRG dengan beberapa
catatan:

1. UU SRG harus dapat menjadi pe-
doman dan dasar keberadaan Lembaga
Dana Jaminan Ganti Rugi. Pembentukan
lembaga tersebut untuk mewadahi jami-
nan atau asuransi yang relatif terjangkau
bagi pelaku usaha apabila pengelola gu-
dang mengalami pailit atau melakukan
kelalaian dalam pengelolaan, mengurnagi
risiko pengelola gudang jika tidak dapat
melaksanakan kewajibannya mengem-
balikan barang yang disimpan di gudang
sesuai dengan kualitas dan kuantitas
yang tertera dalam resi tersebut. Selain
itu, pembiayaan dari perbankan juga akan
dilindungi. Lembaga ini akan memberikan
ganti rugi kepada petani dan perbankan
jika nantinya pengelola gudang mengala-
mi kebangkrutan.

2. Fraksi PAN menegaskan agar
RUU ini dapat mengatasi aspek legalitas
yang mendukung Resi Gudang sebagai in-
strumen keuangan yang diperdagangkan.
Pengaturan dalam RUU ini harus bersi-
fat integratif dan komprehensif sehingga
dapat mengatasi kemungkinan masalah-
masalah yang terjadi.

3. Fraksi PAN mengharapkan agar
RUU ini dapat mengatasi masalah fluktua-
si tingkat bunga yang cenderung tidak sta-
bil, sehingga dapat memperoleh dukungan
dari perbankan.

4. RUU SRG harus dapat mendo-
rong terciptanya tata kelola perusahaan
yang baik, karena kewenangan yang di-
miliki menyangkut pengelolaan dana dari
masyarakat.4
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FRAKST

Juru bicara:

Erik Satrya Wardhana,SE

RUU Perdagangan
Berjangka Komoditi

Fraksi Partai Hanura perlu memberi
catatan penting RUU PBK, diantara-
nyg;

(1) Perlunya kemudahan akses
bagi masyarakat dalam PBK, sehing-
ga petani kecil memiliki kemampuan
langsung dalam menggunakan sarana
perdagangan berjangka. Hal ini men-

pasar, dan tidak melakukan kegiatan
persekongkolan. Dengan demikian
mekanisme pasar dapat berjalan ber-
dasarkan kekuatan permintaan dan
penawaran, dapat terlaksana secara
wajar, dan terhindar dari penyimpa-
ngan.

RUU Sistem
Resi Gudang

Banyak faktor yang masih meng-
hambat SRG, diantaranya masalah
kepastian hukum yang tidak memberi-
kan jaminan yang cukup

PARTAIHAT7 NLIRANI RAKYA 7

tanian dan pedesaan, memperkecil
fluktuasi harga komoditi, menekan
kerugian setelah panen serta mening-
katkan mutu komoditas karena sistem
penyimpanan yang baik. Resi gudang
harus dapat juga digunakan sebagai
aset acuan pada kontrak berjangka
yang diperdagangkan di bursa ber-
jangka yang ada sehingga meningkat-
kan nilai kompetisinya. Resi gudang
ini dapat dijadikan komoditas perda-
gangan sepanjang tersedianya semua
informasi penting yang dibutuhkan
untuk terlaksananya transaksi antara
penjual dan pembeli. M\

jadi penting, mengingat dalam penjela-
san umum RUU PBK, keterlibatan ma-
syarakat dalam menggunakan sarana
ini harus berkelompok atau dengan
perkumpulan maupun asosiasi

(2) Perlunya sosialisasi menge-
nai PBK. Hal ini dilandasi pertimba-
ngan bahwa dalam upaya mewujudkan
kegiatan perdagangan yang tera-
tur, wajar, efisien, dan efektif semua
pelaku, harus: memiliki pengetahuan
tentang komoditi, berbagal peraturan
dan tata cara perdagangan yang ber-
laku di bursa berjangka, memiliki modal
cukup, bebas untuk masuk dan keluar

bagi perbankan dan lem-
baga keuangan lainnya
untuk mendukung imple-
mentasi SRG. Selain itu,
RUU SRG diharapkan
dapat menjadi faktor
pendorong mobilisasi
kredit dan berbagai fasili-
tas pembiayaan Jainnya
ke sektor pertanian dan
pedesaan, memperkecil
fluktuasi pembiayaan
lainnya ke sektor per-

diharapkan dapat menjadi fa‘lktor' .pendorogg
mobilisasi kredit dan berbagai fasilitas pembi-
ktor pertanian dan pedesaan,
uktuasi pembiayaan lainnya ke

dan pedesaan, memperkecil

sektor pertanian e :
fluktuasi harga komoditi, menekan kerugian
katkan mutu komo-

setelah panen serta mening o
ditas karena sistem penyimpanan yang baik.

ayaan lainnya kese
memperkecil fl

FRAKSI PARTA! GERINDRA

Juru bicara:

Rindoko Dahono VWingit, SH, MIHum

RUU Perdagangan.
Berjangka Komaoditi

Beberapa catatan dari Fraksi Partai
Gerindra, yaitu;

1. Perlunya kajian dan penjelasan
yang sangat mendalam mengenai

bursa berjangka atau penyelenggara
sistem perdagangan alternatif perlu
dipikirkan secara mendalam, sehingga
dapat mengantisipasi kecurangan-
kecurangan yang dapat dilakukan
oleh perusahaan pialang dalam tran-
saksi dana nasabah dengan rekayasa
teknologi informasi.

3. Diharapkan penerapan sistem di
PBK dikelola untuk memajukan per-
ekonomian nasional

4. Perlu adanya sanksi terhadap
pihak-pihak yang memberikan infor-
masi yang salah dan menyesatkan,
terkait atas harga, produksi, volume
perdagangan dan prediksi-predsiksi
mengenai komoditas terkait, agar ma-

RULU Sistem

Resi Gudang

Fraksi Partai Gerindra memandang
penting beberapa hal di bawah ini;

1. UU SRG sejak tahun 2006 tidak
memihak kepada petani dan sektor riil.

2. SRG bersifat transaksi derivatif,
dimana hubungan transaksi derivatif
cenderung mengalami pertumbuhan
ekonomi negatif.

3. Sistem ini memaksa arus uang
yang beredar justru tidak berada pada
sektor riil yang seharusnya berpotensi
memproduksi barang dan jasa.

4. SRG ini memperbanyak me-
kanisme keuangan modern yang pada
hakikatnya hanya menambah panjang
labirin arus uang.

definisi komoditi terutama mengenai
bentuk dari 'jasa, hak dan kepentingan
lainnya’ sehingga dalam pelaksanaan-
nya tidak disalahgunakan dan menye-
babkan kerugian di masyarakat.

2. Adanya fasilitas online trading
sistem yang diselenggarakan oleh

syarakat tidak dirugikan dan ikut serta
dalam PBK dengan informasi yang te-
pat tanpa adanya penambahan infor-

masi yang menyesatkan.
5. Sanksi

kan pelanggaran.
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harus memberikan
efek jera terhadap pihak yang melaku-

5. Mendekatkan sektor pertanian
nasional dengan liberalisasi ekonomi
berbasis spekulasi yang sangat berpo-
tensi melahirkan moral hazard.

6. Akan melemahkan peran Bulog
dalam tugas memastikan ketersedi-
aan logistik nasional. .4



abupaten Barito Kuala, Kali-

mantan Selatan, luncurkan

sistem resi gudang (SRQ)
setelah berdirinya gudang pangan dan
terealisirnya sarana pergudangan lain-
nya termasuk alat pengering gabah-
dryer. Fasilitas pergudangan BATOLA
yang beridiri di Desa Putik Luar, Man-
dastana, itu, merupakan kerjasama
pemerintah daerah dengan Pemerin-
tah Pusat melalui Kementerian Perda-
gangan. Pada tahun 2009, Kement-
erian Perdagangan menyalurkan dana
stimulus fiskal untuk pembangunan
gudang pangan SRG sebanyak 41 unit
gudang di 34 kabupaten.

Pengelola Gudang SRG BATOLA
yang ditunjuk yakni PT. Bandha Craha
Reksa menerbitkan tiga resi gudang
atas nama Kelompok Tani Kampung
Tengah, Desa Barunai Baru, Keca-
matan Anjir Pasar, berupa gabah se-
jumlah 7,87 ton, dengan nilai komoditi
sebesar Rp 39,39 juta. Resi gudang
kedua diterbitkan atas nama Lumbung
Karya Bersama, Desa Pantai Ham-
bawang, berupa gabah sejumlah 3,83
ton, dengan nilai barang Rp19,17 juta.
Resi gudangyang ketiga, diserahkan
pada KUD BASUNONDQO, Desa Dan-
da Jaya Rantau Baduah, berupa gabah
sejumlah 14,46 ton, dengan nilai ba-
rang Rp 72,32 juta.

“Tahun 2010, pemerintah melaui
dana APBN-P juga menyalurkan ban-
tuan kepada pemerintah daerah yang
memiliki gudang pangan SRG dengan
penyediaan alat pengering gabah. Alat
pengering gabah ini merupakan fasili-
tas yang harus ada di gudang SRG,
agar kualitas komoditi gabah yang
dimasukan ke gudang memenuhi per-
syaratan yang ditentukan sesuai de-
ngan SNI. Di sisi lain, dengan kualitas
yang lebih baik harga gabah juga akan
lebih tinggi dan tahan lebih lama,”
demikian antara lain diutarakan Ke-
pala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) Deddy
Saleh, saat memberi sambutan pelun-
curan gudang SRG BATOLA, 17 De-
sember 2010.

Peluncuran gudang pangan SRG
BATOLA juga dihadiri Bupati BATOLA,
Hasanuddin Murad, Ketua DPRD BA-
TOLA, Husain Ahmad, Sekjen Kemen-
terian Perdagangan, Ardiansyah Par-

man, sejumlah pimpinan perbankan
daerah, serta petani yang tergabung
dalam Gapoktan atau koperasi.

Lebih jauh dikatakan Deddy Saleh,
berdasarkan UU No. 9 tahun 2006,
SRG merupakan salah satu instrument
efektif untuk mengatasi kesulitan para
pelaku usaha, terutama kelompok tani
dan UKM yang selama ini menghadapi
masalah dalam memperoleh akses
pembiayaan dari perbankan. Karena,
kelompok usaha tani tersebut tidak
memiliki asset tetap untuk dijadikan
sebagai agunan.

“Aset yang berharga bagi petani
adalah komoditi hasil panen, oleh
karenanya melalui undang-undang itu
komoditi petani bisa dijadikan sebagai
agunan untuk memperoleh modal ker-
ja,” kata Deddy Saleh.

Di samping itu, tambahnya, dengan
komoditi dimasukan ke gudang SRG,
petani bisa melakukan tunda jual pada
saat panen raya. Dengan demikian
petani bisa menentukan harga terbaik
akan komoditi yang dihasilkan. “De-
ngan SRG ini, mendorong petani pro-
dusen menjadi petani pebisnis. Petani
yang dapat memperdiksi kapan akan
melakukan musim tanam dan kapan
melakukan penjualan dengan harga
yang terbaik.”

“Dukungan  pemerintah  dalam
pengembangan SRG tidak terbatas
pada pembangunan fisik gudang, me-
lainkan juga memberi keringanan
bunga bank berupa subsidi bunga.
Pemerintah pada tahun 2010 telah
menetapkan subsidi bunga bank un-
tuk pembiayaan SRG sebesar 6 %.
Sehingga selisih tingkat bunga sub-

sidi SRG dengan suku bunga bank
merupakan tanggungan pemerintah.
Dengan demikian, petani yang meng-
gunakan skema subsidi SRG dapat
menikmati pembiayaan dengan bunga
relatif rendah,” jelas Deddy.

Menurut Deddy Saleh, membangun
gudang pangan seperti yang ada di
BATOLA merupakan pekerjaan yang
mudah. Tetapi, tugas yang lebih berat
adalah menciptakan sistem. “Gudang
SRG BATOLA sudah menerbitkan resi
gudang, bukan itu tanda keberhasilan.
Melainkan ukuran keberhasilan gu-
dang pangan SRG adalah meningkat-
nya pendapatan dan kesejahteraan
petani,” jelas Dedduy.

Senada dengan itu, Bupati BATO-
LA, Hasanuddin Murad, mengatakan,
dalam skema pembiayaan SRG yang
lebih penting adalah meningkatnya
daya tawar petani dan bukan berisi
atau tidaknya gudans.

“Kadang, petani dihadapkan pada
situasi yang tanpa pilihan. Saat musim
panan gabah harga selalu jatuh, se-
mentara petani perlu biaya. Sehingga
dengan tingkat harga rendah petani
dengan terpaksa menjual gabhanya.
Jadi, dengan skema SRG ini petani ti-
dak harus menjualnya tetapi simpan
saja di gudang. Dan sebaliknya, kalau
memang harga saat panen tinggi ga-
bah tidak perlu disimpan, langsung di
jual saja,” tutur Murad

“Saya sangat mengharapkan pem-
biayaan SRG ini akan berkontribusi
pada peningkatan kesejahteraan pe-
tani dan usaha kecil menengah dan mi-
kro sekaligus mendorong perekonomin
daerah,” imbuh Murad.




Sistem resi gudang semakin
memasyarakat dengan
terlibatnya berbagai lembaga

pembiayaan.

ejak tahun 2008 skema
S pembiayaan sistem
resi gudang (SRQ)
diimplementasikan di tanah air,
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
sudah digadang-gadang sebagai
pionier dalam pembiayaan
komoditi itu. Mengingat BRI
merupakan bank plat merah
yang memiliki jaringan luas
hingga ke seluruh pelosok
nusantara. Namun, realisasinya
baru bisa terlaksana pada 26
November 2010, dari BRI cabang
Kabaupaten Sidrap, Sulawesi
Selatan.

Dari data Pusat Registrasi SRG,

PT Kliring Berjangka Indonesia,
BRI Sidrap mengucurkan
pembiayaan SRG untuk dua resi
gudang dengan senilai Rp 775,49
juta. Atau setara dengan nilai

komoditi gabah yang dijaminkan
sebesar Rp 1,108 miliar.

Pembiayaan BRI yang
dikucurkan kepada petani Sidarap
tersebut, merupakan pembiayaan
resi gudang dengan pola subsidi
yang sudah diprogramkan
pemerintah. Dengan demikian,
BRI Sidrap juga merupakan
bank pemerintah yang pertama
kali memanfaatkan pola subsidi
tersebut.

Petani Sidrap yang tergabung
di Koperasi Celebes Mandiri,
menerima dua resi gudang yang
diterbitkan oleh PT Pertani, Sidarp.
Resi gudang yang pertama dengan
nilai Rp 916,77 juta, atau setara
dengan komoditi gabah diagunkan
sebanyak 269,64 ton. Ketika
gabah dimasukan ke gudang SRG,
harga gabah berada pada posisi
Rp 3.400 per kilogram.
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Resi gudang kedua yang
diterima Koperasi Celebes Mandiri,
senilai Rp 191,07 juta, atau
setara dengan komoditi gabah
yang diagunkan sebanyak 59,71
ton. Dengan posisi harga gabah
sebesar Rp 3.200 per kilogram.

Dengan nilai komoditi gabah
yang diagunkan tersebut, Koperasi
Celebes Mandiri menerima
pembiayaan dari BRI Sidrap untuk
resi gudang yang pertama sebesar
Rp 614,74 juta. Atau, sebesar 70
persen dari nilai komaoditi gabah
Rp 916,77 juta. Sedangkan dari
resi gudang yang kedua, Koperasi
Celebes Mandiri menerima
pembiayaan BRI sebesar
Rp133,75 juta atau 70 persen

dari nilai komoditi gabah sebesar
Rp 191,07 juta.

Kepala Biro Pasar Fisik
dan Jasa, Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti) Sutriono Edi,
mengatakan, pembiayaan resi
gudang dengan subsidi bunga oleh
BRI Sidrap itu merupakan yang
pertama kali dilakukan oleh bank
pemerintah. “Sebelumnya memang
BRI sudah menyalurkan kredit resi
gudang tetapi tidak menggunakan
pola subsidi bunga.”



“Masuknya BRI sebagai bank
pemberi kredit resi gudang dengan
pola subsidi bunga, diharapkan
ke depan semakin meyakinkan
perbankan lainnya untuk turut
serta membiayai resi gudang,” ujar
Sutriono.

lebih jauh dikatakan Sutriono
Edi, dengan demikian saat ini
sudah ada empat bank yang
terlibat dalam pembiayaan resi
gudang. Keempat bank tersebut
yakni Bank Jawa Timur (Jatim),
Bank Jabar Banten, dan Bank
BPD Kalsel, serta Bank Rakyat
Indonesia (BRI).

Pembiayaan resi gudang dari
ketiga bank di luar BRI mencapai
Rp1,38 miliar dengan nilai barang
yang disimpan dalam gudang
mencapai Rp1,98 miliar. Dengan
demikian total pembiayaan
resi gudang dari keempat bank
termasuk BRI menjadi Rp2,15
miliar dengan nilai barang
mencapai Rp2,89 miliar.

Pembiayaan PKBL

paya mendukung dan
mengembangkan SRG
diberbagai daerah, PT

Kliring Berjangka Indonesia
(persero) turut menyalurkan
pembiayaan resi gudang.
Pembiayaan yang dilakukan
BUMN ini, sejak 21 April hingga
24 September 2010, KBI sudah
menyalurkan sebesar Rp 1,54
miliar. Atau, sekitar 70 persen
dari total nilai komoditi yang
diagunkan yakni sebesar Rp 2,2
miliar.

Pembiayaan yang dilakukan
KBl itu, berasal dari dana Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) BUMN.

Dirut KBI, Surdiyanto
Suryodarmodjo, mengatakan,
bahwa pihak pun mengenakan
bunga atas pembiayaan resi
gudang tersebut. Namun besarnya
realtif kecil, yakni sebesar 6 persen
atau sama dengan besaran suku

bunga dalam skema subsidi
yang ditetapkan pemerintah.
“Mauyoritas pembiayaan

“Masuknya BRI sebagai.
pank permberi kredit resl
gudang dengan pola sub-
sidi bunga, diharapkan ke
depan semakin megakm-
kan perbankan lainnya un-
tuk turut serta membilayal

resi gudang’

itu sudah dilunasi oleh petani
penerima pembiayaan

KBI. Bahkan, sebagian
pelunasannya dilakukan
sebelum jatuh tempo,” jelas
Surdiyanto.

Pada dasarnya, tambah
Surdiyanto, dengan program
ini kami ingin memberi
contoh bagi perbankan dan
perusahaan pembiayaan

lainnya, bahwa secara ekonomis
pembiayaan SRC ini cukup

memberi keuntungan dan memiliki

potenis bisnis.

Sementara itu, Kepala Biro
Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriono
Edi, mengatakan, petani maupun
kelompok tani yang melakukan
tunda jual menggunakan skema
sistem resi gudang terbukti telah
memperoleh keuntungan yang
lebih besar.

Dia memberi contoh Kelompok
Tani Wargo Tani di Kabupaten
Banyuwangi yang memperoleh
keuntungan sebesar Rp 287,38
per kilogram, bahkan Kelompok
Tani Jaya Tani di Kabupaten
Indramayu mendapat untung Rp
615 per kilogram.

Keuntungan tersebut diperoleh
setelah nilai penjualan komoditas
dikurangi biaya pengelolaan
gudang sebesar Rp50 per kg
dan beban bunga PKBL serta
pembebanan hak jaminan Rp12
per kg. Penerbitan resi gudang
sejak diluncurkannya pada 2008
hingga November 2010 sudah
dilakukan di delapan daerah
yaitu Indramayu, Karanganyar,

Jombang, Banyumas, Banyuwangi,

Sidrap, Pinrang, dan Gowa untuk
komoditas gabah dan jagung. 4

72040 ""—f""

e

b_nfgp_ —_—

-_— .



JF

Konferensi Pers
Peringatan 10 Tahun
Beroperasinya PT. Bursa Berjangka Jakarta
dan 5s

Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Kepala Bappebti Deddy Saleh mengikuti dan menyaksikan rangkaian acara satu dekade BBJ yang jatuh pada tanggal 15
Desember 2010. Satu dekade BBJ juga ditandai dengan perpindahan gedung milik BBJ ke The City Tower, Lt. 20 JI. MH. Thamrin, JakPus. Dalam kesempatan itu Direksi BBJ
dan Kepala Bappebti melakukan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional untuk mengembangkan kontrak berjangka syariah. Menteri Perdagangan juga mencermati
sistem perdagangan BBJ, JaFES 3, selanjutnya dilakukan jumpa pers. 20 Desember 2010

16 Bappebti/mjl/117/1X/2010/edisi Desember



» RGENDR <

Perdagangan mengunjungi gudang pangan Sistem Resi Gudang di Desa Tirtanirmolo, Kasihan, Bantul, DI.

Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, didampingi Kepala Bappebti dan sejumlah pejabat Kementerian
Yogyakarta. 18 Desember 2010 I

Sekjen Kementerian Perdagangan Ardiansyah Parman turut menyaksikan pengoperasionalan gudang pangan
Sistem Resi Gudang di Desa Puntik Luar Mandastana, Barito Kuala, KalTim. 17 Desember 2010

Kepala Bappebti, Deddy Saleh dan Dirut PT. Pertani (Persero), menjadi nara sumber dialog interaktif Sistem Resi Gudang di Metro TV. PT. Pertani merupakan\
salah satu pelaku sistem resi gudang yang mengembangkan skema pembiayaan tunda jual komoditi i beberapa daerah. 10 Desember 2010
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sualan lembaga kliring
berjangka (LKB]) tunggal
diindustri perdagangan

berjangka komoditi Indonesia pada draf
revisi undang-undang perdagangan
berjangka komoditi versi DPR RI,
mengundang reaksi dari berbagai
pihak. Hal itu terkait dengan rencana
DPR RI yang akan mengamendemen
UU No. 32/1997, tentang
perdagangan berjangka komoditi, pada
awal tahun 2011.

Dalam draf revisi UU Perdagangan
Berjangka Komoditi versi DPR R,
pada pasal 25, tentang lembaga kliring
berjangka, di ayat 3, berbunyi; ‘izin
usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hanya diberikan kepada satu

9 3 enerapan laporan keuangan
perusahaan pialang berjangka

P S yang mengacu pada revisi
Penyusunan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) 50/2006

dan PSAK 55/2006, berpotensi
menggairahkan industri perdagangan
berjangka Indonesia. Namun,
konsekuensinya berdampak pada
pengurangan modal bersih disesuaikan
(MBD).

Menurut Arry Syarief, akuntan
publik dari Kantor Akuntan Publik
(KAP) Husni, Mucharam & Rasidj,
menilai, terdapat sejumlah perbedaan
antara PSAK 50 dan 55 dengan
pedoman akuntansi pialang berjangka

badan usaha yang terpisah dari bursa
berjangka dan bersifat mandiri.’

Terkait dengan draf tersebut, Kepala
Bappebti Deddy Saleh, dengan tegas
mengatakan, nantinya kami akan
membahas hal itu dengan DPR. [ni
juga sifatnya masih draf dan usulan
DPR.

“Tetapi yang jelas, bila lembaga
kliring berjangka hanya ada satu
sama saja monopoli. Dan ini akan
bertentangan dengan undang-undang
persaingan usaha dari KPPU,” jelas
Deddy Saleh.

Lebih jauh dikatakan Deddy Saleh,
jika hanya ada satu lembaga kliring
berjangka juga bertentangan dengan
international business practice. Mari
kita lihat dibeberapa negara Asean,

yang ditetapkan oleh Bappebti.
Perbedaan tersebut terbagi dalam dua
kategori, yakni surat berharga dan
deposito berjangka.

Dalam peraturan Bappebti, sesuai
dengan SK No. 46/BAPPEBTI/KP/
[X/2003, tentang Pedoman Akuntansi
Pialang Berjangka dan SK No.47/
BAPPEBTI/KP/IX/2003, tentang
Persyaratan Keuangan Minimum
dan Kewajiban Pelaporan Keuangan
Pialang Berjangka, hanya ada tiga
kategori surat berharga dan tidak ada
kategori loan and receivable.

“Sedangkan dalam PSAK ada
empat kategori termasuk kategori
baru loan and receivable. Selain dapat
mengurangi MBD, ada juga yang dapat

di Thailand, Singapura dan Malaysia,
lembaga kliring berjangka menyatu
dengan bursa berjangkanya.

Sementara itu, menurut Anggota
Komisi VI DPR, Hendarman Supratikno,
lembaga kliring berjangka sebaiknya
hanya ada satu dan berbadan hukum
BUMN.

Menurut politisi PDI Perjuangan, ini,
dasar pemikirannya peran negara pada
industri perdagangan berjangka tetap
terpelihara. Sehingga bisnis dengan
komponen spekulasi yang cukup tinggi
dapat terus dimonitor.

“Sisi lain, memberikan perlindungan
tambahan bagi investor dan memupuk
kepercayaan publik. Karena lembaga
kliring berjangka tersebut dimiliki oleh
BUMN,” ujar Hendarman.

menambah MBD, tergantung pada
besar kecilnya suku bunga efektif serta
kondisi pasar,” jelas Arry.

Sementara itu, Direktur PT Kliring
Berjangka Indonesia, Tris Sudarto,
berpendapat, penerapan PSAK
50 dan 55 berdampak pada lebih
transparannya laporan keuangan
perusahaan khususnya para anggota
kliring. Hanya saja, sedikit lebih rumit
dari biasanya.

“Laporan keuangan yang mengacu
pada PSAK 50 dan 55 sesuai
dengan standar internasional yakni
International Financial Reporting
Standards (IFRS), sehingga lebih
mudah dipahami investar, yang
memudahkan masuknya investor ke
industri perdagangan berjangka,” kata
Tris Sudarto.



enteri Perdagangan, Mari
Elka Pangestu, menjadi
pembicara utama pada 6th

Indonesian Palm Oil Conference and
2011 Price Outlook di Westin Resort
Nusa Dua, Bali. Acara ini berlangsung
1 - 3 Desember 2010. Konferensi ini
merupakan agenda tahunan Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
(GAPKI) dan merupakan konferensi
ke-6 dan telah menjadi event penting
bagi perkelapasawitan dunia.
Konferensi ini dihadiri oleh sekitar
1000 peserta dari berbagai negara
yang merupakan stakeholder industri
kelapa sawit.

Agenda konferensi antara lain
membahas manfaat sosial ekonomi
dan perkembangan penerapan
teknologi produksi dan manajemen
usaha kelapa sawit yang sejalan
dengan prinsip-prinsip berkelanjutan
(sustainability). Dan, perkembangan
kebijakan pemerintah Indonesia

di bidang industri kelapa sawit

baik di masa kini maupun di masa
mendatang. Di samping itu, membahas

perkembangan permintaan dan

pasokan serta trend harga minyak

kelapa sawit.
Mari Elka Pangestu dalam

keterangannya menjelaskan, bahwa
dengan kenaikan harga CPO dunia
berimbas kepada naiknya harga

minyak goreng. Oleh karena itu,
pemerintah sedang menyusun
mekanisme program minyak go
curah menjadi minyak goreng
kemasan sederhana. Harganya

murah dari minyak goreng kemasan

yang beredar di pasar.

Terkait dengan pengembangan
industri minyak kelapa sawit di dalam
negeri, Mari Pangestu, menyatakan
harapannya, “para stakeholder minyak
kelapa sawit sebaiknya mencari solusi
bersama untuk memenuhi objectivitas

dari standar CPO dunia.”
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ementara itu, produksi sawit
S dunia pada tahun 2011

diperkirakan akan meningkat
3 - 3,1 juta metrik ton meski masih

dibayang-bayangi masalah iklim.

Indonesia sebagai produsen sawit

terbesar di dunia masih menjadi
andalan peningkatan produksi ini.

Analis Komoditi Global dari Qil
World, Thomas Mielke, mengataka